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LANDASAN TEORI
A. Deskripsi Teori
1. Kebijakan
a. Pengertian kebijakan pendidikan

Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata
“policy” dalam bahasa Inggris, yang berarrti mengurus
masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga
administrasi pemerintah.*

Menurut Imron (1996) kebijakan adalah terjemahan
dari kata “wisdom” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang
berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada
sesorang atau kelompok®.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1988) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian;
kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan
pekerjaan; kepemimpinan dan cara bertindak oleh

pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan
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cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud; sebagai pedoman
untuk manajemen dalam mencapai sasaran’.

Secara konseptual, ada beragam pengertian yang
diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum
“kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan
pemerintaha yang menjadi pedoman tingkah laku guna
mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat
tujuan rencana dan program yang akan dilaksanakan.*

Istilah “kebijakan pendidikan” merupakan terjemahan
dari “educational policy”, yang tergabung dari Kata
education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturan,
sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Jadi
kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan
pemerintah dalam bidang pendidikan®.

Kebijakan pendidikan disini dimaksudkan adalah
seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari
pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan
sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama,
keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik,

anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya.
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Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan
hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang
dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu
masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.®

b. Pengertian analisis kebijakan

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan
pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan.
Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan
kebijakan perlu diteliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan
dan program publik’.

Secara  etimologis, kebijaksanaan  merupakan
terjemahan dari kata policy, yang oleh Supardi dibagi
menjadi tiga kata yaitu: pilitic, policy dan polici.Sedangkan
Duncan dalam Ace Suryadi mengatakan analisa kebijakan
adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang
menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan
fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai argumentasi nasional
dengan menggunakan membuahkan pemikiran dalam rangka

upaya memecahkan masalah publik®.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan
adalah cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman
manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan.
Pada hakikatnya analisis kebijakan melibatkan hasil
pengetahuan tentang sesuatu dalam proses kebijakan. Secara
historis tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan
informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan
pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan
masalah kebijakan.’

c. Fungsi analisis kebijakan

Fungsi analisis kebijakan dapat dikelompokkan ke
dalam tiga kategori besar, yaitu Pertama, fungsi alokasi yang
menekankan fungsi analisis kebijakan dalam enentuan
agenda analisis kebijakan (agenda setting mechanism).
Kedua, fungsi inkuiri yang menekankan pada fungsi analisis
kebijakan dalam dimensi rasional dalam rangka
menghasilkan informasi teknis yang berguna sebagai
masukan bagi proses pembuatan keputusan pendidikan.
Ketiga, fungsi komunikasi, yaitu cara-cara atau prosedur
yang efisien dalam rangka memasarkan hasil-hasil analisis
kebijakan sehingga memiliki dampak yang berarti bagi

proses pembuatan keputusan.
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Ketiga fungsi tersebut merupakan suatu perangkat
yang lengkap, sehingga analisis kebijakan tidak dapat
mencapai sasaran jika salah satu fungsi atau lebih tidak
dilakukan. Ketiga fungsi tersebut memiliki berbagai
kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu
dihubungkan dengan pihak-pihak yng berbeda. Dengan pihak
mana Kkegiatan analisis kebijakan berhubungan, sangat
bergantung pada fungsi apa yang sedang dilakukannya™.

1) Fungsi alokasi

Fungsi ini penting dilakukan dalan kebijakan
seperti mengalokasikan agenda penelitian,
pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri yang
didasarkan pada kajian terhadap isu-isu kebijakan
pendidikan dalam tingkatan yang lebih makro dan
strategis. Apabila kita telusuri lebih lanjut kajian makro
ini pada dasarnya merupakan analisis hubungan timbal
balik antara sistem pendidikan dengan sistem yng lebih
besar. Agar pendidikan memiliki kesesuaian dengan
bidang-bidang kehidupan masyarakat, perlu diciptakan
suatu keadaan agar sistem pendidikan dapat berkembang
secara seimbang dengan perubahan dan perkembangan

yang terjadi di luar sistem lingkungannya.

“Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2013), him 12.
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2) Fungsi inkuiri

3)

Fungsi inkuiri dapat dilakukan jika seluruh
atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan
sudah dilaksanakan dan sudah mencapai hasil-
hasilnya. Sebelum fungsi inkuiri ini dilakukan,
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan telah
ditemukan oleh kegiatan sesuai dengan fungsi
alokasinya.™
Fungsi komunikasi

Fungsi Komunikasi, fungsi ini dapat
dilaksanakan jika analisis kebijaksanaan telah
menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan
yang benar-benar realistis. Tugas para analisis
kebijakan dalam hal ini ialah menyampaikan alternatif
atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak
yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik
mengenai  keabsahan  gagasan-gagasan  yang
diusulkan.

Dalam fungsi komunikasi pertama yang perlu
diperhatikan adalah komunikasi dengan para pembuat
keputusan. Ini bertujuan untuk menyampaikan usul
alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan
sekaligus meyakinkan mereka bahwa alternatif

kebijakan tersebut cukup realistis.
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Komunikasi kedua adalah komunikasi dengan
para perencana dan pengelola dalam pelaksanaan
kebijakan. Komunikasi dengan pihak-pihak tersebut
di-maksudkan untuk meyakinkan mereka bahwa
alternatif kebijakan ini sudah diuji apakah realistis
atau tidak.

Komunikasi ketiga adalah komunikasi dengan
para pelaksana kebijakan diperlukan agar pihak-pihak
yang melaksanakan setiap satuan kegiatan di lapangan
menge-tahui tujuan utama dari mereka yang lakukan.
Komunikasi keempat vyaitu komunikasi dengan
masyarakat luas juga mutlak diperlukan dengan dasar
pemikiran bahwa para pemimpin bangsa yang
sekaligus merupakan para pembuat keputusan adalah
para pelaksana dari aspirasi masyarakat luas*.

d. Tahap-tahap pembuatan kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas
intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang
pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling

bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyususnan

12Fatkuroji, "Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan
Minat Konsumen Pendidikan ", him. 254
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agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan, dan evaluasi kebijakan'®.
Tahap-tahap tersebut yaitu:
1) Penyusunan agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan
dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun
agenda dengan memasukkan dan memilih massalah-
masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk
dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan
kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk
diseleksi.

Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan
dalam agenda untuk ipilih. Terdapat masalah yang
ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah yang
mungkin ditunda pembahasannya,atau mungkin tidak
disentuh sama swkali. Masing-masing masalah yang
dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam agenda
memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak
yang terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus
secara jeli melihat masalah-masalah mana saja yang
memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah
kebijakan. Sehingga pemilihan dapat menemukan

masalah yang tepat.

BWilliam N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik,
(Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2000), him. 22
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2) Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda
kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan
dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai
masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana
yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan.**
3) Adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan,
pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan
yang disepakati untk digunakan sebagai solusi atas
permasalahan tersebut. Tahap ini sering disebut juga
dengan tahap legitimasi kebijakan (policy legitimation)
yaitu kebijakan yang telah mendapat legitimasi.
Masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahsan
memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang
nantinya akan diimplementasikan
4) Implementasi kebijakan
Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang
telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada
tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan
berbagai kendala. Rumusan-rumusan vyang telah
ditetapkan secara terencana /dapat saja berbeda di

lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang

YKamal Fuadi, “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif di Provini Jakarta”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2011), him. 14
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sering  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan.
Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan
masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi.
Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam
implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang
dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini
mungkin.
5) Evaluasi kebjakan
Pada tahap ini, kebijakan yang telah
dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh
mana kebijakan yang dibuat telah mampu
memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini,
ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk
menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang
diinginkan. Pada tahap ini, penilaian tidak hanya
menilai implementasi dari kebijakan. Namun lebih
jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan
terhadap kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap
seperti semula, diubah atau dihilangkan sama sekali®.
e. Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan
Pengertian yang sangat sederhana tentang
implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh

Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai

Kamal Fuadi, “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif di Provini Jakarta”, him. 15

15



"getting the job done" dan "doing it". Tetapi di balik
kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa
implementasi  kebijakan merupakan suatu proses
kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun
pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya Syarat
yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan
kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan
resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan
implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya
tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang
harus dilakukan.

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn
(1975) dalam buku The Policy Implementation Process:
A Conceptual Framework, menjelaskan bahwa:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan
baik  oleh individuindividu/pejabat-pejabat ~ atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta Yyang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan™".

Implementasi kebijakan merupakan salah satu
komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan
kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah

ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan

!°Kiam, “Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal
Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang”, Jurnal
Administrasi Publik dan Birokrasi (Vol. 1 No. 1, 2014) him. 4

16



perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang
profesional, serta sarana dan prasarana yan teredia.'’
2. Program Workshop
a. Pengertian program Workshop di MAN Kendal

Program Workshop atau yang sering disebut sebagai
pendidikan kecakapan hidup diartikan sebagai berikut :

Life skills education is an important vehicle to equip
young people to negotiate and mediate challenges and risks
in their lives, and to enable productive participation in
society’. Life skills education in school are abilities for
adaptive and positive behaviour, that enable individuals to
deal effectively with the demands and challenges of everyday
life®. Practice of life skills can bring qualities like self-
esteem, sociability and tolerance, action competencies to the
contemporary secondary school students and can generate
enough capabilities among them to have the freedom to
decide what to do in a special situation” (pendidikan
keterampilan hidup adalah sebuah sarana penting untuk
membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan dan

risiko dalam hidup mereka, dan untuk memungkinkan

Y"H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori,
Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Ed. 1 Cet 1, him 93

8 UNICEF, Global Evaluation of Life Skills Education Programmes,
Three United Nations (PlazaNew York, New York, 2012)

' Ben Sprunger, Life Skills International, (USA, 1997), pg. 1

2%30urnal of Education & Social Policy, Status of Life Skill Education
in Teacher Education Curriculum of SAARC Countries: A Comparative
Evaluation Vol. 1 No. 1; June 2014, pg 2
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partisipasi yang produktif dalam masyarakat. Pendidikan
kecakapan hidup di sekolah diartikan kemampuan perilaku
adaptif dan positif , yang memungkinkan individu untuk
menangani secara efektif tuntutan dan tantangan kehidupan
sehari-hari. Praktek keterampilan hidup dapat membawa
kualitas seperti harga diri, kemampuan bersosialisasi dan
toleransi, kompetensi keterampilam untuk siswa sekolah
yang dapat menghasilkan kemampuan cukup di antara
mereka untuk memiliki kebebasan untuk memutuskan apa
yang harus dilakukan dalam situasi khusus).

Jadi, dapat disimpulkan pengertian program Workshop
adalah program pendidikan dengan tujuan untuk memberikan
keterampilan bagi peserta didik supaya memiliki keahlian
dalam bidang yang ditekuninya, guna mengembangkan
potensi peserta didik agar lebih maksimal dan dapat
menghadapi tantangan hidupnya di masa depan.

Di MAN Kendal ada tiga program keterampilan yang
dikembangkan yaitu: keterampilan Elektronika, Tata Busana
dan  Otomotif. ~ Program  keterampilan  elektronika
terkonsentrasi pada pendalaman Teknik Radio (komunikasi
radio), Audio (teknik penguat atau amplifier) dan Video
(teknik televisi), program keterampilan Tata Busana
memperdalam materi pakaian anak, remaja dan dewasa mulai
dari pembuatan pola sampai dengan teknik menjahit

menggunakan mesin industri, sedangkan untuk program
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keterampilan otomotif materi kajiannya meliputi sepeda

motor dan mobil. Teknik yang dipelajari meliputi kelistrikan,

engine dan Tune Up.

b. Dasar analisis pengambilan kebijakan program
Workshop

Pada zaman sekarang tuntutan peserta didik dan
lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja perlu
dijadikan sumber pijakan di dalam merumuskan tujuan
pendidikan kejuruan, sebagaimana ditegaskan dalam
penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan
pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik
terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu., dan tujuan
pendidikan MA berdasarkan peraturan pemerintah Nomor
29 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) serta keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tahun
1992 pasal 1 butir 6, salah satunya berbunyi “ menyiapkan
peserta didik agar mampu menjadi anggota masyarakat
dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan
lingkungan sosial, budaya dan lingkungan sekitar yang
dijiwai suasana keagamaan”.

Program Workshop yang ada di MAN Kendal
diselenggarakan berdasarkan atas Piagam Kerja Sama
Departemen Agama dengan United Nation Development
Program (UNDP) berdasar Nomor INS/85/036/A/01/13,

tanggal 14 Desember 198. Progam keterampilan ini



bertujuan menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan Skill-Woker,
profesional dan dapat diterapkan, untuk mengembangkan,
menciptakan lapangan pekerjaan dan kemudahan dalam
mendapatkan  pekerjaan. Madrasah  Aliyah  yang
menyelenggarakan program pendidikan keterampilan
pada garis besarnya mengacu pada buku Pedoman
Pelaksanan Program yang diterbitkan oleh Ditjen Binbaga
Islam, dan peraturan terbaru mengenai pendidikan
Workshop tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan
program Workshop (Ketrampilan) disempurnakan dalam
keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 1023 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Ketrampilan
di Madarsah Aliyah
c. Landasan pelaksanaan program Workshop di MAN
Kendal
Dasar hukum penyelenggaraan Madrasah Aliyah
(MA) adalah mengacu pada Undang-undang nomor 2 tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 370
tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah (MA)*.

'UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN, PP No. 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah, serta KMA No. 370 tahun 1993 tentang Madrasah
Aliyah (MA)
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Pada dasarnya, pendidikan diselenggarakan bukan
semata-mata membekali peserta didik dengan berbagai ilmu
pengetahuan, tetapi pendidikan juga harus berorientasi pada
pemberian bekal bagi peserta didik agar dapat menjalani
kehidupannya dengan baik, terutama dalam situasi dan
kondisi kehidupan di era globalisasi®®. Kualitas hasil
pendidikan tidak hanya diukur dari dari kemajuan
intelektualnya saja, tetapi juga harus ditinjau dari segi mental,
misalnya etos kerja, disiplin semangat belajar, kemandirian,
dan sebagainya®.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Departemen
Agama dalam pembangunan nasional khususnya dalam
pengembangan sumber daya manusia di lingkungan
Departemen Agama khususnya di Madrasah Aliyah (MA)
telah dikembangkan Program Pendidikan Keterampilan yang
diselenggarakan atas kerjasama Departemen Agama dengan
UNDP (United Nation Development Programme) yang
tertuang dalam Piagam Kerjasama No. INS/85/036/A/01/13
tanggal 14 Desember 1987.

#Musthofa Rembangy, Pendidikan Transformatif: (pergulatan kritis
merumuskan pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi), (Yogyakarta:
TERAS, 2008), him.131

»Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan
Nasioanal di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hIm. 66
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Dasar hukum tersebut diperkuat di dalam Undang-
undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 18 ayat 3, dinyatakan ‘“Pendidikan menengah
berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

UU tersebut disahkan tanggal 11 Juni 2003. Dengan
UU ini maka arah madrasah mengalami diversifikasi.
Semula  madrasah  hanya  mengurusi  “pendidikan
keagamaan”,, Sekarang dengan adanya UU tersebut
madrasah mencoba akan “mengurusi” dan bertanggung jawab
dengan hal-hal yang berbau teknologi. Tentunya dengan
rencana ini madrasah akan memasuki ruang gerak yang jauh
lebih luas. Hal ini sangat jelas dengan dicantumkannya
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) menjadi satuan
pendidikan yang berdiri sendiri.

Peraturan terbaru mengenai pendidikan Workshop
tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan program
Workshop (Ketrampilan) disempurnakan dalam keputusan
Dirjen Pendidikan Islam No. 1023 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Program Ketrampilan di
Madarsah Aliyah pada BAB | yang menjelaskan bahwa
pendidikan merupakan salah satu instrumen yang strategis
dan sistematis dalam upaya meningkatkan mutu dan daya

saing bangsa. Salah satu prioritas pembangunan nasional
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bidang pendidikan adalah adanya relevansi pendidikan
dengan kebutuhan ketrampilan di dunia kerja®.

Dasar hukum diatas diperkuat dengan dalil Naqli
dalam surah An-Nisa ayat 9

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar. (QS. An-Nisa 9)*

Kandungan Surah An-Nisa ayat 9 adalah ayat
ini menjelaskan mengenai harta waris. Ayat ini turun sebagai
peringatan kepada orang-orang yang berkenaan dengan
pembagian harta warisan agar jangan menelantarkan anak-
anak yatim yang dapat berakibat pada kemiskinan dan ketak
berdayaan. Menurut Ibnu 'Ajibahayat ini memberi pesan

kepada orang yang memelihara anak yatim orang lain agar

**Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 1023 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Program Ketrampilan di Madarsah Aliyah BAB |
him. 1

®Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta:
DEPAG RI, 1995) him. 114
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memiliki kekhawatiran kalau-kalau di kemudian hari mereka
terlantar dan tak berdaya, sebagaimana ia khawatir kalau hal
itu terjadi pada anak-anak kandung mereka sendiri. Ketidak
berdayaan itu tidak melulu menyangkut soal ekonomi
semata, tetapi pada seluruh aspek kehidupan.Setiap orang
dewasa bertanggung jawab terhadap perkembangan masa
depan generasi mudanya, jangan sampai mereka
termarginalisasi  karena tidak  memiliki pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, kesempatan, dan semua hal yang
diperlukan untuk maju dan berkembang secara sehat dan
bermartabat serta diri diridhai Allah SWT?,
3. Mutu

a. Pengertian mutu pendidikan

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk
memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu didasarkan
pada akal sehat. Dibidang pendidikan, mutu menciptakan
lingkungan baik pendidik, orang tua, pejabat pemerintah,
wakil masyarakat dan pe bisnis, untuk bekerjasama guna
memberikan peluang dan harapan masa depan peserta didik®’.

Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua
orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian

apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum dapat

*®hitp://nufus68.blogspot.co.id/2013/06/tafsir-surat-nisa-ayat-9-
pendidikan.html dikases pada 27 Juni pukul 15.00 WIB

“’Muijtahid, Reformasi Pendidikan, (Malang: UIN Malang Press,
2011), him. 147
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dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah
pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan
dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan
kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik, jika pendidikan
tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan
para pelanggannya.”®

b. Indikator peningkatan mutu pendidikan

Sejalan dengan upaya pemerataan pendidikan,
peningkatan mutu untuk semua jenjang pendidikan juga
dilaksanakan. Upaya peningkatan mutu diarahkan pada
peningkatan mutu proses pendidikan dan hasil pendidikan.
Mutu dapat ditingkatkan apabila proses belajar dapat
dilaksanakan secara efektif, sehingga peserta didik dapat
mengalami proses belajar yang berarti dan ditunjang oleh
sumber daya, seperti sarana-prasarana, tenaga pengajar, dan
dana yang memadai.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur mutu pendidikan dalam penelitian ini antara lain:
angka putus sekolah, angka mengulang kelas, angka naik
tingkat, angka kelulusan, efisiensi internal penyelenggaraan
pendidikan, satuan biaya pendidikan, angka buku, persentase
alat peraga yang dimiliki, persentase laboratorium yang

dimiliki, persentase perpustakaan yang dimiliki, rata-rata

®Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan,

(Bandung: Alfabeta, 2010), him. 304
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NEM, angka guru yang ditatar, angka kesesuaian penataran
guru, angka guru tepat didik, angka guru tepat guna,
persentase ruang kelas dan angka ruang guru.”

Menurut Dirjen Dikti (1994) ada beberapa konsep
atau urutan pemikiran yang perlu dipahami dalam menyusun
rencana strategis untuk mutu, yaitu visi, misi, prinsip, tujuan,
analisis pasar, analisis keadaan diri, rencana lembaga,
kebijaksanaan mutu, rencana mutu, pembiayaan mutu, serta
evaluasi dan pemantauan®.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu
yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian
pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi
terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Kajian pustaka yang
penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan
penelitian ini meliputi :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kamal Fuadi
mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan
Kependidikan Islam fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011
dengan judul “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif di Provinsi Jakarta”. Penelitian ini menunjukkan bahwa

kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI

»Manap Somantri, Perencanaan Pendidikan, Bogor: PT Penerbit IPB
Press, 2014), him. 58
%0 Manap Somantri, Perencanaan Pendidikan, him. 68.
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Jakarta merupakan kebijakan yang akomodatif dan fleksibel.
Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan sekolah-sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif. Dengan demikian pendidikan inklusif yang
diselengarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta berbicara mengenai hak anak berkebutuhan khusus yang
memiliki kelainan atau kekurangan dalam hal fisik, mental, dan
emosional untuk dapat belajar bersama dengan peserta didik
lainnya di sekolah reguler.

Penelitian ini memiliki fokus objek penelitian dan tujuan
penelitian yang berbeda dengan penulis. Penelitian yang
dilakukan oleh Kamal Fuadi (2011) mengkaji tentang analisis
kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di provinsi
Jakarta sedangkan penelitian yang dilakukan penulis penelitian
penulis membahas analisis kebijakan program Workshop dalam
meningkatkan mutu pendidikan di MAN Kendal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan
Muhammad Rusdi yang berjudul Analisis  Kebijakan
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi
Jambi dalam Jurnal Pendidikan Inovatif Vol. 1lI, No. 1,
September 2007. Penelitian ini mengemukakan bahwa profil
kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu di
provinsi Jambi memiliki beberapa karakteristik, yang pertama
bahwa provinsi Jambi belum memiliki Perda yang tertuang secara

spesifik untuk mengayomi upaya peningkatan mutu pendidikan.



Kedua, pemerintah provinsi Jambi masih terus berupaya untuk
dapat meningkatkan anggaran pendidikan, yang ketiga adanya
koordinasi antara Bappeda dengan Diknas sangat dierlukan dalam
menetapkan sasaran peningkatan mutu dan pengalokasian dana
untuk pencapaian sasaran yang sudah ditentukan.

Penelitian ini memiliki fokus objek penelitian dan tujuan
penelitian yang berbeda dengan penulis. Penelitian yang
dilakukan oleh Sutrisno dan Muhammad Rusdi (2007) mengkaji
tentang analisis kebijakan peningkatan mutu pendidikan dasar
dan menengah di provinsi Jambi, sedangkan penelitian yang
dilakukan penulis penelitian penulis membahas analisis kebijakan
program Workshop dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MAN Kendal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman
Halim dalam jurnal Lentera Pendidikan Vol. XI, No. 1, Juni 2008
dengan judul “Aktualisasisi Implementasi Kebijakan Pendidikan
Pada Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan”. Penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada madrasah
swasta seperti bantuan sarana dan prasarana, ketenagaan, fasilitas
penunjang pembinaan madrasah tidak terpenuhi secara optimal
kecuali kurikulum terlaksana sesuai kemampuan setiap madrasah.
Selain itu hasil implementasi kebijakan yang sentralistik kurang
berpihak kepada madrasah swasta, meskipun menjanjikan
bantuan dalam berbagai aspek untuk pembinaan madarsah

swasta. Kebijakan pendidikan yang ada sebelum UUSPN No. 2
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Tahun 1989 menjadikan masyarakat (stake holder) memiliki
ketergantungan ke pusat kebijakan menyebabkan partispasi
masyarakat melemah dan madrasah mengalami kemunduran.

Penelitian ini memiliki fokus objek penelitian dan tujuan
penelitian yang berbeda dengan penulis. Penelitian yang
dilakukan oleh Abdul Rahman Halim (2008) mengkaji tentang
aktualisasisi implementasi kebijakan pendidikan pada madrasah
swasta di Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan
penulis penelitian penulis membahas analisis kebijakan program
Workshop dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN
Kendal.
Kerangka Berpikir

Di dalam dunia pendidikan pada umumnya terdapat suatu
persaingan yang ketat untuk meningkatkan dan mengembangkan
lembaga pendidikannya. Salah satunya adalah MAN Kendal,
untuk  meningkatkan  kualitas dan kuantitas lembaga
pendidikannya, lembaga ini memiliki program pendidikan
Workshop. Karena salah satu masalah yang dihadapi pada era
pendidikan saat ini adalah kenyataan bahwa tidak semua peserta
didik MA saat ini memiliki keahlian khusus dalam rangka
menghadapi kehidupan masa depan dalam meneruskan ke jenjang
perguruan tinggi dan khususnya ketika memasuki dunia
pekerjaan.

Hal tersebut mengundang pemikiran yang serius, karena

lulusan MA pada dasarnya kurang pembekalan materi keahlian



dan kecakapan hidup tersebut. Padahal hal tersebut sangat
penting guna meningkatkan prestasi dan keahlian peserta didik
serta untuk membekali peserta didik guna memiliki kemandirian
yang kuat dalam bekerja ketika sudah lulus, dan mampu
meneruskan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan pilihan
utamanya.

Program Workshop merupakan program dimana peserta
didik di ajarkan pengetahuan tambahan berupa keterampilan yaitu
elektronika, tata busana atau otomotif. Tujuan keterampilan tata
busana vyaitu siswa dapat menguasai teknik menjahit dan
membuat busana, tujuan keterampilan otomotif yaitu siswa dapat
melayani reparasi motor dan dapat melayani pergantian suku
cadang kendaraan bermotor. Sedangkan tujuan keterampilan
elektronika yaitu siswa dapat melayani reparasi peralatan rumah
tangga, radio TV dan peralatan elektronika lain.

Adanya suatu kebijakan program Workshop ini diharapkan
dapat memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di
MAN Kendal dan meningkatkan mutu pendidikan di MAN
Kendal, selain itu adanya program Workshop ini diharapkan
dapat memberikan citra positif di masyarakat sehingga mampu
menarik animo masyarakat khususnya lulusan SMP/MTs untuk
masuk ke MAN Kendal. Adapun bagan alur kerangka berpikir

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Program
Workshop MAN Kendal

1. Kurangnya pembekalan pendidikan life skill
2. Rendahnya materi ketrampilan di MA

'

kebijakan program Workshop

T~

menjahit

- siswa dapat
membuat busana

Tata Busana Otomotif Elektronika
-siswa dapat -siswa dapat -siswa dapat
menguasai teknik melayani

) melayani reparasi
reparasi motor
peralatan rumah

-siswa dapat tangga, radio TV
melayani

pergantian suku
cadang elektronika lain.

dan peralatan

kendaraan
bermotor

Citra positif dan mutu
pendidikan
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Animo masyarakat

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir



